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BI'PATI TAPIN
PROVINSI KALIUAIYTAIY STLITTAIT

PERATT'RAII BI'PATI TAPIIT

NOUOR 35 TAHT'IT 2OL4

TEIYTAITG

PETI'ITJT'K TEIII|IS PEIYGELOI"AAN DAIT PEI.AIISANAAIY
AITGGARAIT PEITDAPATAI| DAN BEUUYJA DESA

DI I(ABI'PATEIY TAPIIY
TAIIUI AITGGARAIT 2015

DEITGAN RAIIUAT TT'HAIT YAIYG UAIIA ESA

BI'PATI TAPIN,

: a. batrwa dalam rangka tertib administrasi
dan unhrk menyeragamkan pengelolaan
dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di Kabupaten Tapin sesuai
dengan ketentuan peratrrran pemndang-
undangan, maka dipandang perlu untuk
mengatur Pehrnjuk Teknis Pengelolaan dan, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di l(abupaten Tapin Tahun
Anggaran 2015;

b. batrwa berdasarkan pertimbangan
sebagairnana dirnaksud dalam hunrf a,
perlu menetapkan Perahrran Bupati tentang
Pehrnjuk Tehris Pengelolaan dan
Pelalcsanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di Kabupaten Tapin Tahun
Anggaran 2O15;

:1. Undang-Undang Nomor 8 Tatrun 1965
tentang Pembenhrkan Daeratr Tingkat II
Tanah [,aut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daeratr Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 27561;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun fg99
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Menimbang

Mengingat



3. Undang-Undang Nomor LT Tatrun 2OO3

tentang Keuangan Negara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4
tentang Perbendatraraan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2OO4
Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tatrun 2OO4
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungiawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republi{r Indonesia
Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 44OOl;

Undang-Undang Nomor 33 Tatrun 2OO4
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintatr hrsat dan Pemerintatrarr
Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa3$;

Undang-Undang Nomor 12 Tatu:n 20tl
tentang Pembenttrkan Perahrran
Perundang-undangan (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tatu;n 20ll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 6 Tatrun 2Ol4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talrun 2OL4 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2OL4
tentang Pemerintahan Daeratr (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tatrun 2OL4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubatr dengan
Perahrran Pemerintatr Pengganti Undang-
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Undang Nomor 2 Tatrun 2Ol4 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tatrun 2OL4 tentang Pemerintatran Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL4 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 5589);

1 0. Perahrran Pemerintah Nomor 55 Tahun
20OS tentang Dana Perimbangan (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor L37, Tambahan kmbarart
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daeratr (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5781;

12. Perahrran Pemerintalr Nomor 79 Tahun
2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintatr
Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tatrun 2005 Nomor 165,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a593);

13. Peraturan Pemerintatr Nomor 38 Tahun
2OOZ tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47371;

14. Peraturan Pemerintatr Nomor 43 Tahun
2OL4 tentang Peratrrran Pelaksana' Undang-Undang Nomor 6 Tatrun 2Ol4
tentang Desa (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 123,
Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539);
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20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daeralr, sebagaimana telatt
diubatr beberapa kali, terakhir dengart
Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubatran Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tatrun 2006 tentang Pedomart
Pengeloaan Keuangan Daeratr;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tatrun 2Ol4 tentang Pembenhrkan Produk
Hukum Daeratr;

Perattrran Daeratr Ihbupaten Tapin Nomor
04 Tahun 2OO8 tentang Unrsart
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

Peraturan Daeratr l(abupaten Tapin Nomor
05 Tatrun 2OO8 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Keda Perangkat
Daeratr I(abupaten Tapin, sebagaimana
telah diubah beberapa kali teral<trir,
dengan Perahrran Daerah I(abupaten Tapin
Nomor 01 Tatrun 2OL4 tentang Penrbatran
Ketiga Atas Perahrran Daeratr Kabupaten
Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Pembenhrkan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daeratr Kabupaten Tapin;

Perahrran Daerah Ikbupaten Tapin Nomor
L2 Tahun 2OL2 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daeratr;

Perattrran Bupati Tapin Nomor 02 Tahun
2OL4 tentang Pedoman Pembenhrkan
Produk Hukum Daeratr di Linglmngan
Pemerintatr Ihbupaten Tapin ;

UEUI/IUSKAIT:

Menetapkan : PERATTIRAIT BI,PATI TENTANG PETI,N.,I,K
TEIIIIIS PENGELOI"AAIT DAIT PEI.AIISAIYAAN
AITGGARAIU PEITDAPATAIS DAIT BEI.AIT.'A
DESA DI I{ABI'PATEN TAPII5 TAIIIIN
AITGGARAIT 2015.

, Pasal I
Pehrnjuk Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa di Kabupaten Tapin Tatrun Anggaran 2015,
ditetapkan sebagaimana tercanhrm dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidat( terpisatrkan
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Pasal 2

Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelaks€rnaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud datam Pasal 1, meliputi :

a. Petunjuk Teknis Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesah

b. Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD); dart

c. Pehrnjuk Teknis Pertanggungiawaban Anggaran Pendapatan dart
Belanja Desa (APBDesa).

Pasat 3

Dalam pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, Pemerintah Desa wajib berpedoman pada Petunjuk
Teknis Pengelolaan dan Pelaksanaan fuiggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasel 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peratrrran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2Ol4

DATRAII KABI'PATEIT TAPIIY,

KABUPATEN TAPIII TAIIIru 2OL4IYOUOR 35
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Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2OL4


